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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

N-}mo_r 171/4/Kep. DPRD /2005
Lampiran . 1 (satu) Berkas.

TENTANG

PERSETUJUAM ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2005
M=NJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang - a  bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anrggaran 2005, telah dibahas
secara teliti, cermat dan mendalam oleh Panitia Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim
Anggaran Eksekutif dan para pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
Sumedang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2005 menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang harus ditetapkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sumedang

1.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Mengingat

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

M

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),

4  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1987 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1897 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



10

1

12

13.

14,

16.

16.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembasan Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
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1.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabu
Perutahan Anggaran Pendapatan dan Belanja D
Sumedang Tahun Anggaran 2005 untuk menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 668 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417),

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003

tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2005

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2005;

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Bzlanja Daerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor U4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama

atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang;

Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang Tanggal 14 Oktober 2005

MEMUTUSKAN

paten Sumedang tentang
aerah Kabupaten

Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang.
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Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang tahun Anggaran 2005, sebagai berikut -

Ur sian | Jumian Anggaran Jumiah Anggaran
e — | _Sebelum Perubahan Selelah Perubahan iy
: gm tan i Rp 454 816 477 127 40 | Rp 484 567 983 967,83 | Rp.29.751.506.840,43
1™ tend 17 491,11 | Rp.518.354.856.653,16 | Rp.50.601.028.162,05
5 Rp (12,937 351.363.71) | Rp (33.786 872 685,33) | Rp.(20.849.521.321,62)
¢ Pemdayaan
aan

P .
Total PFembiayaan

Rp. 29.509.000.000,00
Bo 1657164803629
Rp.(12.937 351.363,71)

Rp 51 408.133.348,24
17.621
Rp (33.786.872 685,33)

Rp.21.899.133.348,24

Rp.1.049.612.026.20
Rp. 20.849 521.321,62

KETIGA Untuk menutupi defisit Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
Keputusan ini dilakukan melalui Pinjaman Daerah sebesar Rp.
20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Bank Jabar Cabang
Kabupaten Sumedang. :

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi :SUMEDANG
. 14 Oktober 2005

pada tanggal

WAKIL KETUA, _

e

DONY|AHMAD MUNIR, ST. MM.

1 li‘l’ti':-.I l:wanteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Bupati Sumedang;




